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Informasi Artikel Abstract
Tanggal masuk 01-02-2016 The aim of this research is to respond towards the issues about

accountability practices in the Himpunan Mahasiswa Akuntansi
(HMA) as an Accounting Students Association and the rationale
behind carrying out the practice of its accountability mechanism. The
subject of this research are the HMA’s members as well as the
stakeholders. The object of this research is accountability practice held
by the HMA in the period of 2012-2014. A series of data is collected
through documentation and indepth interview to managers and faculty
members. The results of the analysis show that the HMA helds its
accountability in order to meet the terms specified by the officials
which is above the HMA itself, such the faculty and university. For the
management and members of the HMA, a concrete manifestation of
behaviour and actions is a form of accountability. They assume that all
forms of activities and the use of funds in the HMA conducted based on
good faith and good behaviours, although sometime they use fake
evidences to record the transactions.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab isu praktik akuntabilitas
di organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) dan alasan di
balik praktik akuntabilitasnya. Subyek penelitian adalah anggota dan
pemangku kepentingan HMA sedangkan obyek penelitian adalah
praktik akuntabilitas HMA selama 2012-2014. Data diperoleh melalui
dokumentasi dan wawancara terhadap pengurus HMA dan para dosen.
Hasil analisis menunjukkan bahwa HMA menyelanggarakan
akuntabilitas untuk memenuhi persyaratan lembaga di atas HMA, yaitu
fakultas dan universitas. Bagi pengurus dan anggota HMA, manifestasi
nyata berupa perilaku dan tindakan adalah bentuk dari akuntabilitas.
Asumsi mereka adalah bentuk aktivitas dan penggunaan dana
dilakukan berdasar kepercayaan dan sikap yang baik meskipun
terkadang mereka menggunakan bukti palsu untuk mencatat transaksi.

1. Pendahuluan
Menghadapi potensi persaingan pada lingkup

ASEAN, para pendidik sebaiknya mulai mengevaluasi
hasil proses pendidikan akuntansi yang diberikan ke-
pada mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu pelaku
dalam rangkaian pembelajaran di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi bertindak sebagai fasilitator bagi ma-
hasiswa dalam membentuk diri mahasiswa menjadi
pemimpin masa depan. Mahasiswa akuntansi diharap-
kan dapat mengaktualisasikan kemampuan akuntansi
yang diperolehnya di perkuliahan melalui aktivitas
kesehariannya,termasukberorganisasi. Kemahiran pe-
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nerapan akuntansi dalam berorganisasi dapat menjadi
salah satu alat evaluasi keberhasilan pendidikan a-
kuntansi di perguruan tinggi.

Di universitas, organisasi mahasiswa berperan
sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan aka-
demis dan non-akademis, mengelola informasi antar
mahasiswa, serta sebagai sarana penjalin hubungan
kekeluargaan antar mahasiswa. Himpunan Mahasiswa
Akuntansi Universitas Airlangga (HMA UNAIR) ada-
lah salah satu organisasi mahasiswa yang berkedu-
dukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Airlangga (FEB UNAIR) yang merupakan wadah bagi
mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Airlangga
dalam berorganisasi dan mengembangkan diri.

Sebagaimana organisasi lain, keperluan penda-
naan bagi HMA adalah suatu hal yang mutlak. HMA
sebagai organisasi nonprofit memperoleh dana dari
donatur yang terdiri dari pihak fakultas/universitas,
sponsorship, serta dari mahasiswa akuntansi UNAIR
sendiri. Sepanjang tahun, dana ini digunakan untuk
mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-ke-
giatan kemahasiswaan yang diadakan dalam bentuk
agenda dan program kerja.

Sebagai organisasi mahasiswa akuntansi yang
sedang belajar banyak soal akuntabilitas, HMA ideal-
nya menjadi salah satu yang terdepan dalam penye-
lenggaraan praktik akuntabilitas yang baik. HMA me-
miliki praktik pelaporan keuangan yang relatif lebih
maju dibandingkan dengan praktik pelaporan keua-
ngan pada organisasi mahasiswa lain di Universitas
Airlangga sebagaimana ditunjukkan padal Tabel 1.

Gray et al. (2006) mengutarakan bahwa ber-
kembangnya organisasi nonprofit menimbulkan suatu
tantangan baru dalam studi ilmu akuntansi terutama
dalam menentukan dan menjawab pertanyaan-perta-
nyaan tentang akuntabilitas dan kebijakan yang ada
pada organisasi tersebut. Opini Gray et al. (2006) ter-
sebut memunculkan skeptisisme pada praktik pelapo-
ran yang dilakukan oleh HMA. Sementara organisasi
mahasiswa lain melakukan pelaporan yang “minima-
lis”, HMA justru membuat pelaporan yang relatif le-
bih maju.

Penelitian ini berusaha mengungkap hal-hal
yang mendasari HMA dalam melakukan praktik akun-
tabilitas. Penting pula untuk mengetahui praktik pela-
poran yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa seba-
gai wujud pertanggungjawaban organisasi yang dike-
lola dan diperuntukkan bagi sebaik-baiknya kepenti-
ngan mahasiswa di dalam universitas. Dengan demiki-
an, tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas yang

diselenggarakan oleh HMA UNAIR; dan
2. Mengetahui latarbelakang HMA UNAIR dalam

melaksanakan praktik akuntabilitas.
Penelitian ini berkontribusi untuk mengeva-

luasi keberhasilan pendidikan akuntansi dalam me-
nyiapkan calon akuntan (pemimpin) masa depan mela-
lui praktik akuntansi di organisasi mahasiswa. Lebih
lanjut, penelitian ini berusaha menunjukkan penting-
nya mengintegrasikan kegiatan intrakurikuler dengan
ekstrakurikuler untuk mencapai tujuan pembelajaran
dan standar lulusan yang ditetapkan perguruan tinggi.
Selain itu, penelitian ini berusaha mengonfirmasi teori
pelayanan yang mengasumsikan bahwa para pengurus
HMA menunjukkan praktik akuntabilitas karena di-
motivasi oleh aktualisasi diri (Huse, 2007).

Kajian Teori
2.1. Akuntabilitas

Makna akuntabilitas berasal dari disiplin ilmu
akuntansi (Bovens, 2007). Secara terminologis, akun-
tabilitas berasal dari bahasa latin “accomptare” yang
berarti mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas atau
“accountability” disusun dari dua kata, yakni “accou-
nt” (catatan, rekening, atau laporan) serta “ability”
(kemampuan). Akuntabilitas merupakan pengungkap-
an dan penyediaan informasi mengenai:
1. Tanggung jawab atas kebijakan, keputusan, tinda-

kan, produk, dan transaksi; dan
2. Kewajiban untuk melapor dan menyediakan jawa-

ban terkait dampak dan konsekuensi. Akuntabilitas
merupakan sebuah konsep evaluasi di mana orga-
nisasi mempertanggungjawabkan kinerja, keadaan,
atau isu-isu dalam masa kini maupun masa lam-
pau.

Hal ini senada dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “Asas Akun-
tabilitas” merupakan asas pertanggungjawaban atas
hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh penye-
lenggara kepada rakyat atau masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perun-
dang-undangan.

Menurut Jordan (2005), akuntabilitas digunakan
dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan pe-
layanan apa, oleh siapa, milik siapa, kepada siapa, dan
bagaimana pelayanan tersebut dilakukan. Rochman
(2012) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah
konsep yang merupakan bagian dari aktivitas orga-
nisasi, agar organisasi responsif terhadap pihak atau
kelompok yang dilayani. Konsep akuntabilitas juga
berguna untuk memperkuat organisasi itu sendiri dan
merupakan salah satu kunci untuk menjamin keber-
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lanjutan organisasi (Rooney, 2012).
Silvia dan Ansar (2011) memberikan perbeda-

an antara dua istilah yang sering digunakan beriringan,
yakni responsibility (responsibilitas) dan accountabi-
lity (akuntabilitas). Menurutnya, responsibilitas meru-
pakan otoritas yang diberikan oleh atasan kepada ba-
wahan untuk melakukan kebijakan. Di sisi lain, akun-
tabilitas adalah perwujudan atas kewajiban yang dia-
manahkan untuk menyikapi dan mempertanggungja-
wabkan kegagalan atau keberhasilan sesuai tujuan or-
ganisasi.

2.2 Organisasi Mahasiswa Intrakampus
sebagaiOrganisasi Nonprofit

Organisasi mahasiswa (ORMAWA) intrakam-
pus merupakan organisasi yang mendukung pengem-
bangan kepemudaan atau mahasiswa yang terdapat di
perguruan tinggi. Maksud keberadaan ORMAWA se-
perti yang diatur dalam Pasal 5, Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No-
mor 155/U/1998 tentang pedoman organisasi mahasis-
wa dalam perguruan tinggi yaitu:
1. Mengembangkan diri mahasiswa ke arah perluasan

wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta pe-
ningkatan integritas kepribadian untuk mencapai
tujuan pendidikan tinggi;

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pe-
ngetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta me-
ngupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya ke-
budayaan nasional; dan

3. Mengembangkan diri mahasiswa untuk penanam-
an sikap ilmiah, pemahaman tentang profesi, me-
ningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa
persatuan dan kesatuan.

Dalam hal pendanaan ORMAWA, Surat Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
155/U/1998, BAB V, Pasal 10 menjelaskan bahwa
pembiayaan ORMAWA dibebankan pada anggaran
perguruan tinggi tempat ORMAWA tersebut berkedu-
dukan dengan seijin pimpinan perguruan tinggi. Seba-
gai organisasi yang sehat, ORMAWA seharusnya me-
nyajikan informasi pertanggungjawaban penggunaan
dana yang diperoleh. Oleh karena itu, ORMAWA me-
merlukan suatu aturan atau perangkat yang mengatur
kebutuhan akan penyediaan informasi dalam rangka
meningkatkan fungsi program kerja (Greenberg,
2003).

Zainon (2003) menyatakan bahwa hukum juga
mengatur organisasi yang diharuskan untuk memper-
tanggungjawabkan kegiatannya setidaknya pada ting-

kat minimum.

2.3 Arah Akuntabilitas pada Organisasi Nonprofit
Hubungan antarpihak yang berkepentingan di

dalam organisasi nonprofit berbeda dengan hubungan
antarpihak pada organisasi komersial. Gray (2006)
mencatat beberapa konsep hubungan dalam perspektif
pendonor–penerima pada organisasi nonprofit. Kon-
sep hubungan yang umum ditemui pada organisasi
nonprofit yakni:
1. Pihak pendonor dan pihak penerima dapat dibe-

dakan secara cukup jelas. Keating dan Frumkin
(2003) menyatakan bahwa pihak donor merupakan
pelaku utama karena organisasi dapat berjalan de-
ngan berkelanjutan berkat dukungan dan kontri-
busi mereka; dan

2. Organisasi nonprofit tidak dilihat dari perspektif
untung/rugi seperti pada organisasi komersial. De-
ngan demikian, dimensi-dimensi lain dalam per-
tanggungjawaban seperti dimensi sosial dan ling-
kungan menjadi aspek yang dianggap penting bagi
organisasi nonprofit.

Jordan (2005) mencatat bahwa setidaknya ada
delapan golongan stakeholders yang dapat diidentifi-
kasi dari hubungan yang dilakukan oleh organisasi
nonprofit, dua diantaranya adalah pendonor dan peme-
rintah. Sedangkan enam golongan lainnya adalah pu-
blik, pengguna (benefeciaries), organisasi lain, komu-
nitas pergerakan sosial, organisasi global serta swasta,
dan pengurus dari organisasi nonprofit itu sendiri.

Sebagai organisasi nonprofit, himpunan maha-
siswa seharusnya mengimplementasi PSAK 45 seba-
gai bentuk akuntabilitas kepada para donatur yang ti-
dak mengharapkan pembayaran kembali atas sumber
daya yang diserahkan selain sebagai sarana pembela-
jaran. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2001
pasal 48, organisasi nonprofit di Indonesia wajib me-
nyajikan laporan kepada para pemangku kepentingan.
Di sisi lain, pernyataan standar akuntansi keuangan
(PSAK 45) memberikan panduan pelaporan keuangan
organisasi nonprofit. Lebih dari itu, karakteristik orga-
nisasi nirlaba yang disyaratkan oleh PSAK 45 bisa
ditemukan dalam himpunan mahasiswa antara lain:
1. Memiliki sumber daya dari donatur yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali;
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memu-

puk laba; dan
3. Tidak ada kepemilikan yang bisa dialihkan seba-

gaimana entitas bisnis.
Ebrahim (2003) menjelaskan konstruk akunta-

bilitas organisasi nonprofit menjadi 5 dimensi, yaitu:
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1. Laporan. Dengan adanya pelaporan, organisasi
dapat menyediakan data yang tertulis dan dapat
diakses oleh mereka yang membutuhkan;

2. Evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dan peni-
laian kinerja bermanfaat untuk memberikan pan-
dangan dan pertimbangan yang membangun dari
sudut pandang pihak eksternal maupun internal;

3. Partisipasi. Partisipasi memberikan akuntabilitas
kepada pihak-pihak yang berkepentingan di bawah
organisasi, yakni klien, penerima manfaat, dan
anggota organisasi;

4. Regulasi diri sendiri. Regulasi diri sendiri pada
organisasi nonprofit membentuk standar atau pe-
doman terhadap kinerja atau sikap-sikap mereka
dalam hal akuntabilitas ke dalam organisasi itu
sendiri; dan

5. Audit sosial. Audit sosial adalah suatu proses
yang kompleks yang merupakan integrasi atas
elemen-elemen dari mekanisme akuntabilitas
yang lain (laporan, penilaian kinerja, partisipasi,
dan regulasi diri sendiri). Model yang digunakan
dalam pelaksanaan audit sosial secara umum ada-
lah (1) dialog dengan stakeholders dan pengutara-
an persepsi, komentar, dan pandangan oleh para
pemangku kepentingan kepada organisasi; (2) pe-
nerapan akuntansi sistemis, dan (3) benchmarking.

2.4 Teori Pelayanan (Stewardship Theory)
Teori Pelayanan atau Stewardship Theory ada-

lah teori yang menyebutkan bahwa manajer serta pi-
hak eksekutif dimotivasi oleh keinginan untuk mela-
kukan pekerjaan dengan tidak berharap keuntungan
dan untuk menjadi pelayan yang baik bagi organisasi.
Mengingat ketiadaan keuntungan yang menjadi motif
umum manajemen dalam bertindak, timbul pertanyaan
mengenai bagaimana manajemen menghasilkan kiner-
ja yang efektif bagi organisasi nonprofit (Donaldson,
1991).

Teori Stewardship menyatakan bahwa manajer
didefinisikan lebih mementingkan keinginan prinsipal
dan tidak mempunyai kepentingan pribadi. Di dalam
teori pelayanan, manajer akan bertindak sesuai kepen-
tingan bersama. Apabila kepentingan steward (pela-
yan) dan pemilik berbeda, maka steward cenderung
akan berupaya bekerja sama daripada menentang. Se-
buah asumsi yang penting pada teori pelayanan adalah
bahwa manajer akan melakukan tujuan dan aktivitas
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemilik (Van
Puyvelde et al., 2012).

Pada teori pelayanan terdapat tingkat pemilihan
antara perilaku propribadi (self serving) dan pro-orga-

nisasional. Karakter pro-organisasinal dibentuk dari
perilaku propribadi yang saling menguatkan di dalam
organisasi hingga sampai pada tingkat kolektif
(Anton, 2010).

Orang-orang yang berada dalam kebersamaan
cenderung mengembangkan budaya hubungan pela-
yanan daripada orang-orang berbudaya individual. Te-
ori pelayanan berbeda dengan teori agensi yang me-
misahkan fungsi di antara manajer dan pemilik. Teori
pelayanan berfokus pada konsekuensi yang mengun-
tungkan apabila fungsi manajer dan pemilik dijabat
oleh orang yang sama. Tidak seperti teori agensi di-
mana insentif diberikan kepada manajer dan pemilik
dalam bentuk gaji maupun dividen, teori pelayanan
berfokus pada dedikasi manajer untuk melakukan
kebijakan dan aksi secara otonomi (Donaldson, 1991).

3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis

penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena
dianggap merupakan strategi yang cocok dengan per-
tanyaan “bagaimana praktik dan apa latar belakang
akuntabilitas pada pelaporan keuangan HMA UNAIR
kepada para stakeholders?” dan fokus penelitian ter-
letak pada fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

Pertanyaan penelitian memberikan kerangka
penting bagi strategi penelitian. Yin (2009: 8-9) men-
catat bahwa dalam studi kasus, rancangan pertanyaan
yang paling tepat adalah untuk jenis pertanyaan “apa”,
“bagaimana”, “mengapa”, dan “siapa”. Rumusan Yin
(2009: 8-9) tersebut selaras dengan tujuan penelitian
ini.

Subjek penelitian ini adalah para anggota serta
pemangku kepentingan dari HMA UNAIR yang ter-
diri dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, pengurus HMA, dan para anggota. Obyek
penelitian adalah praktik dan latar belakang akunta-
bilitas pada pelaporan keuangan yang diselenggarakan
oleh HMA UNAIR pada periode 2012-2014.

Struktur kepengurusan dalam HMA dapat ber-
beda secara signifikan di masing-masing periodenya.
Peneliti melakukan penelitian pada dua periode ke-
pengurusan organisasi sehingga peneliti dapat melihat
aktivitas organisasi secara lebih utuh dan mendapat-
kan gambaran serta kondisi di lapangan secara me-
nyeluruh.

4. Hasil dan Pembahasan
Bagian ini akan menjelaskan praktik akunta-

bilitas HMA berdasar dimensi akuntabilitas yang
dijelaskan oleh Ebrahim (2003) yang terdiri dari lima
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aspek yaitu pelaporan, evaluasi dan kinerja, partisipa-
si, regulasi diri sendiri, dan audit sosial. Selanjutnya,
bagian ini akan menggali lebih dalam nilai-nilai yang
melatar belakangi praktik akuntabilitas HMA.

Sesuai Bab IV Pasal 6 pada Anggaran Dasar
(2008), HMA berorientasi pada pengembangan ke-
profesian, intelektualitas, serta moralitas berdasarkan
nilai-nilai yang menjadi tujuan organisasi. Untuk men-
jalankan program kerjanya, HMA mendapatkan dana
dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis (FEB), sponsor, maupun peserta kegiatan.

4.1 Gambaran Umum Pelaporan HMA UNAIR
HMA UNAIR mempunyai struktur organisasi

yang mampu mencerminkan semangat akuntabilitas-
nya. Gambar berikut menampilkan struktur organisasi
HMA yang dilengkapi dengan komite audit maupun
Badan Pengawas yang akanberkoordinasi dengan Ke-
tua HMA. Ketua HMA harus bertanggungjawab kepa-
da Musyawarah Mahasiswa. Atas penggunaan dana
yang diterima dari Departemen Akuntansi maupun
FEB, Ketua HMA juga harus bertanggungjawab atas
penggunaan dana tersebut.

HMA UNAIR memiliki instrumen pelaporan
berupa media tertulis yang dibuat bagi stakeholders.
Kandungan informasi dari setiap media pelaporan di-
rangkum dalam Tabel 2. Media penyampaian informa-
si yang diberikan HMA adalah:
1. Proposal kegiatan
2. Proposal sponsorship
3. Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan
4. Laporan pertanggungjawaban tahunan

Dalam setiap media yang dipublikasikan, bebe-
rapa informasi ditampilkan kepada publik antara lain:
1. Informasi keuangan
2. Informasi struktur organisasi
3. Informasi program
4. Informasi lain-lain termasuk penghargaan kepada

para pendukung, prosedur kerjasama, dan sebagai-
nya.

a. Aksesibilitas Pelaporan
Mahasiswa yang ingin mengakses laporan

HMA dapat mengaksesnya dengan bebas dari dalam
lemari pada ruang sekretariat HMA. Apabila maha-
siswa mau, mereka dapat meminjam laporan tersebut
dengan seizin Kahima atau sekretaris.

“Kalau dari saya sendiri, menurut saya mu-
dah sih sebenarnya. Aksesnya mudah dica-
pai.” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

Selama ini, HMA hanya menyediakan akses laporan
pertanggungjawaban dari lemari penyimpanan, bukan
mempublikasikan LPJ tersebut ke publik. Beberapa
anggota HMA bahkan mengaku tidak tahu di mana
tempat penyimpanan laporan tersebut. Beberapa dari
mereka juga tidak pernah melihat laporan tertulis
HMA secara langsung.

“Tidak tahu. Mungkin (laporan HMA) di
blognya ada, saya juga tidak tahu.” (Owik –
Anggota HMA)

Kendati demikian, laporan HMA baik yang
merupakan laporan kegiatan maupun laporan tahunan
diserahkan kepada Departemen Akuntansi sebagai
Pembina sekaligus pendonor HMA. Hal ini tercermin
dari pernyataan Ketua Departemen Akuntansi:

“Sebagian ada yang periodik, setelah kegia-
tan selesai, dilaporkan ke Departemen Akun-
tansi, ada pula yang berbentuk laporan ke-
giatan bersama, setelah satu tahun periode
kepengurusan.” (Agus Widodo – Ketua De-
partemen Akuntansi)

Panitia kegiatan akan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran pada laporan pertanggungjawaban. Pe-
lampiran ini dilakukan dalam rangka membuat laporan
pertanggungjawaban yang reliabel. Sebelum LPJ di-
sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, Ko-
mite Audit akan memeriksa kelengkapan bukti-bukti
ini. Namun, dalam beberapa hal, Komite Audit mem-
berikan kebijakan yang cukup permisif terkait dengan
pelampiran bukti-bukti dalam laporan. Seperti pada
kutipan wawancara berikut;

“Kita memberikan ketentuan misalnya nanti
jumlah antara bukti struk, kwitansi, atau
sebagainya tidak sama dengan realisasi kita
memberikan apa.... dispensasi, kita akan mem-
berikan kwitansi tambahan. Ini hanya hal yang
urgent saja, tidak semua proker kita berikan
kwitansi tambahan. Kwitansi ini agar nanti
realisasi dengan anggaran itu sama.” (Rendy –
Ketua Komite Audit 2013)

b. Penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan
HMA UNAIR

Penerapan PSAK 45 pada laporan keuangan
HMA juga menimbulkan kesulitan-kesulitan.Salah
satunya adalah identifikasi atas aset-aset yang menjadi
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milik HMA. Penerapan PSAK 45 pada laporan keua-
ngan HMA justru menimbulkan pertanyaan mengenai
reliabilitas angka-angka pada laporan keuangan itu
sendiri. Hal yang cukup aneh mengingat pada tiap
transaksinya, baik panitia kegiatan maupun para pe-
ngurus tidak pernah membuat pembukuan atau jurnal
transaksi. HMA juga tidak memiliki buku besar atau
buku pembantu apapun (kecuali catatan-catatan pri-
badi yang dikelola oleh sekretaris secara pribadi pula).
Dengan demikian, angka-angka yang tercantum dalam
laporan keuangan tahunan HMA dianggap merupakan
hasil murni dari perkiraan-perkiraan semata.

“....setelah saya lihat laporannya itu kebanya-
kan kalau misalnya kita memberikan penilaian
berdasarkan harga perolehan, itu harga pero-
lehannya itu bener-bener diestimasi dan full
kiro-kiro, bahasa jawanya.” (Rendy – Ketua
Komite Audit 2013)

Bisa jadi, praktik seperti itu dilakukan oleh pe-
ngurus karena mereka beranggapan bahwa laporan ha-
rus dibuat dengan PSAK 45 sebagaimana laporan-la-
poran HMA yang terdahulu. Hal tersebut nampaknya
sejalan dengan apa yang dikemukakan Silvia dan
Ansar (2011) bahwa suatu praktik pelaporan, penca-
tatan, dan pengevaluasian dapat terjadi akibat penga-
ruh dari pemimpin sebelumnya atau budaya turun-te-
murun.

Ketua Departemen Akuntansi mengatakan bah-
wa HMA tidak harus membuat laporan keuangan de-
ngan bentuk PSAK 45. Menurut beliau, PSAK 45 se-
benarnya merupakan kebutuhan internal yang harus-
nya dilaksanakan HMA kepada stakeholders utama-
nya, yakni para mahasiswa. Akan tetapi, setelah dite-
liti, para mahasiswa tidak sepenuhnya paham tentang
PSAK 45. Bahkan, dari informan-informan yang di-
wawancarai oleh peneliti, hampir semuanya tidak
mengetahui bahwa laporan keuangan HMA dibuat de-
ngan PSAK 45:

“Jujur sama sekali nggak ngerti (PSAK 45).
Tidak tahu.” (Owik – Anggota HMA)

Di satu sisi, pengurus membuat pelaporan de-
ngan sistematika PSAK 45 yang harusnya ditujukan
untuk kepentingan anggota dan para mahasiswa. Akan
tetapi, para mahasiswa tidak memberikan respon yang
baik dalam laporan tersebut.

Selain itu, Departemen Akuntansi yang meru-
pakan Pembina sekaligus pendonor HMA juga tidak

meminta laporan keuangan HMA yang disusun ber-
dasar PSAK 45 setiap periode. Departemen menyaran-
kan agar laporan tersebut dilaporkan kepada anggota
HMA yaitu mahasiswa akuntansi secara umum.

“Ya sebenarnya tidak harus seperti itu (mem-
buat laporan dengan PSAK 45). Tidak harus”
(Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)
“… nah bukti-bukti itu nanti disusun pada saat
pertanggungjawabannya dengan PSAK 45 dan
itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada
mahasiswa sendiri. HMA kepada BEM.” (Agus
Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

c. Antusiasme Stakeholders terhadap Pelaporan
HMA UNAIR

Para pengurus HMA beranggapan bahwa animo
anggota terhadap pelaporan HMA masih kurang, seba-
gaimana dikatakan dalam petikan wawancara berikut;

“...animo (untuk melihat laporan pertanggung-
jawaban) dari mahasiswa sendiri, saya rasa
sih kurang. Bahkan di S1 akuntansi.” (Rendy –
Ketua Komite Audit 2013)

Kahima berpendapat bahwa anggota HMA
lebih peduli terhadap keberhasilan atau kesuksesan
suatu kegiatan, bukan pada informasi-informasi yang
dilaporkan atas pelaksanaan kegiatan.

“Nah, kayanya anak-anak kurang begitu peduli
(dengan pelaporan HMA), yang penting buat
mereka yaitu acaranya berjalan lancar. Nah
yang mereka pedulikan ya cuma itu, biasanya
cuma acaranya itu sukses atau tidak, cuma be-
gitu biasanya. Untuk keuangan biasanya kaya
pihak-pihak fakultas gitu yang butuh.” (Raka –
Kahima)

Pendapat atau hasil ini tidak jauh bertentangan
dengan penelitian Fikri (2010) yang menegaskan bah-
wa masyarakat atau benefeciaries dari suatu organisasi
tidak memberi perhatian yang demikian besar pada
pelaporan. Apa yang mereka pedulikan adalah akunta-
bilitas tindakan.

Dapat disimpulkan bahwa tuntutan dan animo
anggota/benefeciaries HMA terhadap laporan pertang-
gungjawaban masih relatif rendah. Hal ini sejalan
dengan yang dikatakan Ebrahim (2003) bahwa derajat
tuntutan pertanggungjawaban organisasi nonprofit
oleh benefeciaries lebih rendah dibandingkan oleh pe-
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ndonor. Hasil ini juga tidak bertentangan dengan apa
yang dilakukan oleh Goddard dan Assad (2006) di-
mana laporan keuangan hanya ditujukan kepada dona-
tur.

d. Latar Belakang Pelaporan
Sebagai lembaga penyalur dana pemerintah,

lembaga yang berkedudukan di atas HMA seperti fa-
kultas dan departemen akuntansi tentu perlu melapor-
kan penggunaan-penggunaan dana pemerintah yang
disalurkan kepada mereka. Atas alasan tersebut, HMA
wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada
departemen akuntansi apabila kegiatan HMA didanai
oleh departemen akuntansi sebagai penyalur dana pe-
merintah sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Depar-
temen:

“Apabila kegiatan tersebut sebagian didanai
oleh Departemen Akuntansi, maka harus ada
laporan pertanggungjawaban kegiatan dari
HMA ke Departemen Akuntansi” (Agus
Widodo – Ketua Departemen Akuntansi
“Dari sisi departemen, itu lapornya ke negara,
nah pertanggungjawaban mahasiswa itu kan
nanti diserahkan ke bagian keuangan, nah
nanti formatnya itu harus sesuai dengan aturan
negara.” (Agus Widodo – Ketua Departemen
Akuntansi)
Format khususnya itu keuangan, artinya kan
setiap dokumen kan diserahkan ke bagian
keuangan, nanti yang membuat laporan ke
negara adalah Fakultas, bukan ormawa.”
(Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Motif ini sejalan dengan pernyataan Fahrudin
(2003) bahwa sebagian besar organisasi memberikan
bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga donor
yang bekerjasama hanya sebagai syarat administrasi
daripada atas dasar kesadaran dalam membangun
akuntabilitas.

Bagi pengurus atau manajemen HMA sendiri,
fungsi pelaporan yang utama adalah sebagai kunci un-
tuk melaksanakan kegiatan. Laporan pertanggungja-
waban kegiatan harus diselesaikan sebelum HMA
dapat mengajukan proposal untuk kegiatan yang baru.
HMA tidak akan memperoleh izin kegiatan dan akses
pendanaan untuk kegiatan tersebut apabila proposal
kegiatan tidak dibuat dan diserahkan kepada pihak-
pihak yang berwenang.

Laporan-laporan yang dibuat oleh manajemen
HMA kerap dimanfaatkan untuk memberi gambaran

dan petunjuk tentang cara melakukan suatu kegiatan.
Panitia kegiatan akan memanfaatkan laporan-laporan
dari kegiatan tahun lalu sebagai sarana belajar untuk
melakukan kegiatan di tahun berjalan.

Manajemen HMA sendiri juga memanfaatkan
laporan anggaran sebagai alat pengendalian dan pe-
ngawasan keuangan.

“Yang terpenting itu nanti anggaran dana di
sana. Nah nanti biar kalau anggaran dana,
anggaran dana kenapa saya bilang penting
karena di sini nanti kita bisa ngelihat ee
pengeluaran. Pengeluaran dari acara itu
seberapa besar, dan jangan sampai nanti
pengeluarannya itu, apa ya, ee, lebih besar
daripada kemampuan kita.” (Ben – Ketua
HMA 2011)

4.2 Gambaran Umum Evaluasi dan Penilaian Ki-
nerja HMA UNAIR

Pengukuran dari konten kuantitatif dapat di-
lihat karena pada dasarnya konten kuantitatif dari eva-
luasi dan penilaian kinerja merupakan penilaian atas
output berupa “produk” yang dapat dilihat dan diamati
(Ebrahim, 2003). Beberapa elemen yang dapat diukur
dan diamati dituangkan oleh HMA di dalam indikator
keberhasilan.

Setelah kegiatan selesai, indikator keberhasilan
digunakan oleh HMA sebagai acuan dalam melakukan
evaluasi kegiatan. Pada umumnya, indikator keberha-
silan memuat hal-hal berikut ini:
1. Jumlah peserta
2. Waktu pelaksanaan kegiatan
3. Jumlah dana yang didapat dari pihak sponsor

Badan pengawas selaku evaluator HMA ber-
anggapan bahwa pencapaian-pencapaian kualitatif
lebih penting dari pencapaian kuantitatif.

“Kalau indikator yang hanya sebatas jumlah
peserta, dan lain-lain, yang.. Menurut saya itu
bukan yang indikator keberhasilan yang
sesungguhnya, dalam artian yang.. Ketika kita
mengikuti seminar. Hima mengadakan seminar
untuk warga akuntansi. Jadi untuk lingkup
anak akuntansi ada biasanya gitu. Tujuan di
sana tentunya bukan jumlah orang yang
datang berapa. Itu bukan tujuan utamanya.
Tapi tujuan utamanya dari seminar itu adalah,
dari sekian yang datang, siapa yang paham
dan berapa banyak yang paham.” (Henry –
Ketua BP HMA 2012)



184 Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen,Vol. 1, No. 3, Maret 2016, hlm. 177–191

Demikian juga dengan Raka yang menyatakan hal
yang sama.

“Kalau menurutku pribadi, kualitatif, soalnya
percuma kalau acara itu sukses tapi yang ngu-
rusi ya yang itu-itu saja.” (Raka – Ketua HMA
2013)

HMA belum memiliki kerangka pengukuran
bagi konten kualitatif sehingga penilaian dan evaluasi
terhadap konten kualitatif hanya berdasarkan dari citra
diri, perasaan, atau pengalaman pribadi sebagaimana
dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekspresi atau Perasaan
Pihak-pihak dalam HMA menggunakan ungkapan
untuk mengekspresikan kesuksesan atas sesuatu, se-
perti ekspresi “luar biasa”:

“Tapi kalau acara sukses, bisa dikatakan oleh
peserta, itu.. Eeee, menerima dengan hal yang
luar biasa.” (Helmy - Kadiv Media dan Infor-
masi 2011)

Juga ekspresi “senang”:

“Ya dari kualitatifnya dulu. Warga senang,
pihak dekanat senang, departemen senang, dan
semuanya berjalan dengan baik…” (Rendy –
Ketua Komite Audit 2013)

Maupun perasaan “cocok” atau “pas”:

“Saya lihat dari tahun lalu kalau sudah pas
atau belum atau perlu diperbaiki. Nah kan dulu
saya juga stafnya. Saya sendiri itu merasa
sudah pas.” (Raka – Ketua HMA 2013)

2. Perbandingan Masa Lampau dan Masa Kini
Pihak-pihak dalam HMA menggunakan per-

bandingan untuk menilai kondisi masa kini dengan
kondisi masa lampau.

“Indikatornya juga bisa dilihat dari kegiatan,
apakah kegiatan hima di periode yang seka-
rang itu lebih baik atau lebih buruk daripada
yang tahun lalu.”(Ben – Ketua HMA 2011)

Juga pada nilai-nilai yang berubah pada suatu subjek
atau objek yang dapat diamati atau dirasakan:

“Mungkin ya cuma dilihat anak ini sudah be-
rani ngomong, sudah aktif, dan sebagainya. Itu
biasanya yang menilai seperti itu adalah bi-
dang PSDM, jadi mereka melihat bahwa, oh
anak ini sudah berkembang, yang dulunya
diem, sekarang jadi kaya gini.” (Raka – Ketua
HMA 2013)

Elemen-elemen tersebut tidak ditulis dalam
format yang dapat diukur intensitasnya, dan dengan
demikian, evaluasi terhadap konten kualitatif hanyalah
berupa pertukaran rasa dan pengalaman di antara
pihak-pihak tertentu. Pertukaran rasa dan pengalaman
cukup banyak dilakukan para pengurus maupun ang-
gota di beberapa kesempatan, baik kesempatan formal
maupun kesempatan informal.

Semua program kerja dan kegiatan HMA di-
rancang dengan pendekatan jangka panjang. Secara
kuantitatif, suatu program dapat dikatakan berhasil
apabila tingkat partisipasi peserta dalam program
tersebut cukup tinggi.

“Tingkat partisipasi dari warga akuntansi
unair terhadap, ee, kegiatan-kegiatan yang
diadakan oleh hima. Jadi kalau, eeh, semakin
banyak, atau animo, animo mahasiswa
akuntansi unair itu baik, nah saya rasa hima
sudah berhasil.” (Ben – Ketua HMA 2011)

Juga ketika suatu program berjalan dengan te-
pat waktu, sesuai dengan apa yang direncanakan:

“Acara yang sukses itu menurut saya yang
pertama ya bisa mengoordinir sesuai dengan
rencana, terus tepat, kalau acara tepat waktu
sih nggak masalah sih.” (Helmy – Kadiv Media
dan Informasi 2011)

Hal lain yang dianggap sebagai kesuksesan se-
buah program adalah suksesnya HMA membuat suatu
kegiatan yang mendorong rasa kebersamaan, seperti
yang diutarakan Saudara Rendy pada petikan wawan-
cara berikut:

“…ya maksudnya kita membikin suatu acara
kan ada feedbacknya, ada timbal baliknya.
Yang paling penting ya kalau ada proker
jangan sampai kalau, seperti kayak kalau ada
butuhnya kita baru minta gitu lho, yang
penting bisa membuat satu warga akuntansi ini
bisa raket, bisa kebersamaannya ada gitu lho.”
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(Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

HMA dianggap sebagai tempat untuk belajar,
oleh karena itu evaluasi dan penilaian kinerja dila-
kukan HMA salah satunya dalam rangka belajar
berorganisasi dalam menyiapkan diri di dunia kerja.
Pengurus yang lebih senior mengharapkan kontribusi
staf-staf HMA untuk unjuk diri dalam aktivitas eva-
luasi dan penilaian kinerja.Evaluasi dan penilaian ki-
nerja digunakan oleh manajemen HMA untuk me-
ngendalikan organisasi. Apabila suatu program diang-
gap gagal, maka pengurus dapat membatasi atau
menghilangkan kegiatan tersebut di kemudian hari.

Untuk itu, evaluasi dan penilaian kinerja perlu
dilakukan oleh HMA secara baik dan berkesinambu-
ngan demi memiliki program yang jelas dan berman-
faat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan akun-
tabilitas program apabila setiap program diiringi oleh
efisiensi dan sikap profesional dalam pelayanan
(Sujatmiko, 2006).

4.3 Gambaran Umum Partisipasi HMA UNAIR
Berbeda dari pelaporan dan evaluasi yang me-

rupakan sebuah alat bagi organisasi untuk menca-
pai akuntabilitas, partisipasi merupakan sebuah pro-
ses untuk mewujudkan akuntabilitas. Bagian ini me-
nguraikan partisipasi yang terjadi di HMA.Organisasi
juga harus mengadakan proses pergantian pengurus
atau regenerasi secara teratur (Fahrudin, 2003). Di
dalam HMA, satu kepengurusan memiliki waktu mini-
mum 10 bulan dan maksimum 14 bulan. Hal tersebut
menyebabkan struktur organisasi HMA yang berubah
secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama
(kurang dari satu setengah tahun).

a. Musyawarah Mahasiswa
Berdasarkan anggaran dasar HMA, musyawa-

rah mahasiswa atau Musma adalah perwujudan dari
kedaulatan tertinggi berasal dari anggota HMA. Di
dalam Musma, partisipasi dilakukan oleh peserta de-
ngan metode tanya jawab. Pendapat atau pernyataan
peserta tersebut dapat ditujukan untuk menggali in-
formasi, menyampaikan kritik, atau memberikan saran
ke depan bagi HMA.

Sayangnya antusiasme anggota HMA dan para
pengurus pada musyawarah mahasiswa yang diadakan
masih cukup minim. Peneliti melihat di tiap tahunnya,
forum Musma ini tidak pernah dihadiri lebih dari 50
orang. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dan ke-
seriusan dari pihak-pihak di dalam HMA untuk men-
jadikan HMA lebih akuntabel. Karena dukungan dari

semua pihak dalam organisasi merupakan salah satu
faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas
(Rooney, 2012).

b. Aktivitas Sehari-hari
Partisipasi dari kalangan pengurus HMA tidak

selalu dibarengi dengan penegakan terhadap perilaku-
perilaku etis. Hal ini mengingat bahwa pada organisasi
nonprofit, bentuk dukungan berupa partisipasi diberi-
kan secara sukarela. Dalam HMA, apabila ada maha-
siswa yang berstatus pengurus namun ia tidak berkon-
tribusi dengan baik, maka tidak akan ada sanksi yang
dikenakan atas mahasiswa tersebut.

Selama ini, seperti pada organisasi nonprofit
yang bersifat voluntary seperti LSM, HMA juga ber-
jalan dengan mengandalkan prinsip-prinsip itikad baik
dari para pengurus maupun anggotanya, misalnya me-
ngenai penggunaan dana.

“Mahasiswa kan temen-temen kita sendiri gitu
lho. Ya wes nggak papa, yakin yakin, itu lho
buat prokermu, nggak kamu makan sendiri”
(Farisa – Anggota HMA)

Tampaknya, ketiadaan sanksi ini merupakan
salah satu hambatan aturan internal yang dialami oleh
HMA. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fahrudin
(2003) bahwa banyak organisasi nonprofit yang belum
memiliki aturan main internal.

c. Level Partisipasi pada HMA UNAIR
Salah satu bentuk akuntabilitas organisasi non-

profit adalah partisipasi. Partisipasi memberikan akun-
tabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan di
bawah organisasi, yakni klien, penerima manfaat (be-
neficiaries), dan anggota organisasi. Partisipasi juga
dapat dijalankan jika pada saat tertentu pendonor
ingin berinteraksi secara langsung dengan organisasi.

Peneliti melihat cukup banyak bentuk partisipasi
di HMA yang ditentukan oleh organisasi. Sebagaima-
na telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme rekruit-
men merupakan hak prerogatif perekrut. Dalam hal
ini, sang perekrut adalah orang yang telah ditentukan
oleh pengurus dan kebanyakan dari para perekrut ber-
asal dari kalangan pengurus sendiri. Adapun, perekrut-
an pengurus merupakan hak prerogatif Kahima berikut
dengan penentuan bidang dan struktur organisasi.

Banyak kegiatan yang tidak didahului dengan pe-
ngumpulan opini publik. Meski panitia kegiatan se-
ringkali menentukan sasaran atau teknis kegiatan tan-
pa didahului oleh pengumpulan opini publik atau ang-
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gota, namun di sisi lain, anggota HMA dapat berpar-
tisipasi sebagai panitia. Kutipan wawanacara berikut
menyatakan beberapa anggota yang bukan merupakan
panitia kegiatan yang menanyakan sikap panitia dalam
memutuskan biaya kegiatan.

“Biasanya negosiasinya, ini ga kelewat mahal?
Soalnya kalau dilihat dari tahun kemarin,
biayanya segede ini, sekarang kok gini, ha, di
situ mungkin panitia bakal menjelaskan, oh iya
mas, mungkin tahun kemarin nggak ada ini,
sekarang ada tambahan ini, jadi lebih nambah
biaya mas.” (Helmy – Kadiv Media dan
Informasi 2011)

Calon peserta harus memenuhi prosedur yang
ditetapkan oleh panitia apabila ingin mengikuti sebuah
program atau kegiatan. Bahkan dalam beberapa kegia-
tan (seperti pada kegiatan ospek jurusan), peserta di-
wajibkan menghadiri kegiatan tersebut.

d. Latar Belakang Partisipasi HMA UNAIR
Bagian ini menjelaskan latar belakang praktik

partisipasi HMA UNAIR sebagai bagian dari akunta-
bilitas organisasi nonprofit. Ikatan emosional anggota
HMA menjadi pendorong utama partisipasi anggota
untuk mendukung kegiatan HMA.Sebagai organisasi
yang berlandaskan kekeluargaan, HMA mendambakan
keakraban bagi semua anggotanya. Cita-cita tersebut
menjadi semangat yang diusung oleh segenap pengu-
rus HMA. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pengurus
HMA berusaha untuk terus mendorong para anggota
agar tiap-tiap anggota dapat berpartisipasi aktif di
dalam HMA.

HMA juga memiliki kegiatan-kegiatan yang
menjadi identitas khas mereka. Dengan adanya ke-
giatan-kegiatan yang memiliki karakter atau ciri khas
HMA, maka hal ini dapat mendorong partisipasi itu
sendiri. Berbagai pihak dalam HMA rela untuk ber-
korban lebih demi kegiatan tahunan HMA.

“Yang acara tahunan dari akuntansi. Itu
walaupun harga mahal tapi tetap pasti ikut”
(Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011).

Yahya et al. (2005) mengatakan bahwa para pi-
hak yang terlibat dalam organisasi nonprofit memiliki
sebuah komitmen afektif yang didefinisikan sebagai
kesediaan untuk melakukan upaya demi mencapai ke-
suksesan organisasi. Mahasiswa yang bergabung de-
ngan HMA sebagai pengurus artinya ia bersedia untuk

mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk
berpartisipasi di dalam HMA. Dalam mencapai ke-
giatan yang sukses, para panitia seringkali harus rela
kehilangan waktu belajarnya, rela membagi waktu un-
tuk merancang kegiatan di saat teman-teman mereka
fokus menyelesaikan tugas, dan hal-hal lainnya.

4.4. Gambaran Umum Regulasi Diri Sendiri HMA
UNAIR

Sebagai salah satu ormawa yang berkedudu-
kan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, HMA
melakukan suatu bentuk interaksi dengan ormawa lain
di sekitarnya antara lain badan eksekutif mahasiswa
(BEM) dan Unit Kegiatan Fakultas (UKF).BEM FEB
beranggotakan mahasiswa yang merupakan gabungan
mahasiswa seluruh jurusan di FEB UNAIR.

BEM FEB menerima laporan rutin dari UKF-
UKF (termasuk HMA) dan bertindak sebagai penga-
was di UKF-UKF tersebut. Selama ini BEM FEB ber-
peran dalam mengoordinasikan ormawa di lingkungan
FEB agar tiap-tiap ormawa tersebut dapat menyeleng-
garakan program kerjanya secara baik dan tertib.
Selain itu, BEM FEB berfungsi dalam mengaloka-
sikan dana yang disalurkan dari fakultas kepada UKF,
termasuk HMA.

“Yang ngoordinasi biar nggak bentrok, terus
yang mbagi uangnya itu di awal itu tanggung
jawabnya BEM. Sing bagian budgetingnya itu
lho, alokasi itu.” (Hilmy – Ketua BEM FEB
2013)

Departemen Akuntansi sebagai lembaga yang
berkedudukan di atas HMA juga menyoroti penting-
nya peran BEM FEB bagi HMA, terutama dalam
pengawasan kegiatan.

“Yang mempunyai peran penting dalampenga-
wasan kegiatan mahasiswa itu sebenarnya
BEM, aturannya seperti itu..... Nah kalau sam-
pai ada keterlambatan (laporan) itu sebetulnya
yang harus menegur itu BEM dulu.” (Agus
Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Tidak banyak regulasi formal yang dibuat dan
disepakati antara HMA dengan organisasi lain. HMA
memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Se-
baliknya, HMA juga tidak memiliki kapasitas untuk
mengatur organisasi mahasiswa lain. Bahkan BEM
FEB sebagai koordinator UKF di fakultas juga tidak
memiliki kewenangan dalam mengatur HMA.
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“Oh nggak bisa mas, kalau hima mengatur
UKF, maupun BEM, BEM sendiri sebenarnya
BEM nggak berhak untuk mengatur, hanya
mengadvice saja, maksudnya ya jangan gitu.”
(Hilmy – Ketua BEM FEB 2013)

Meski HMA secara horizontal tidak memiliki
kewenangan untuk mengatur ormawa-ormawa lain,
namun HMA harus mengomunikasikan aktivitas-akti-
vitas mereka kepada BEM FEB. Regulasi-regulasi
yang ditetapkan BEM FEB kepada HMA dimaksud-
kan untuk mengatur HMA guna mewujudkan aktivitas
organisasi yang tertib di lingkungan fakultas. Selain
itu, BEM FEB juga berperan dalam mengatur pemba-
gian dana yang diturunkan dari pihak fakultas.

4.5. Gambaran Umum Audit Sosial HMA UNAIR
Audit sosial menawarkan alasan-alasan me-

ngapa sebuah organisasi nonprofit mengadopsi suatu
mekanisme akuntabilitas. Pertama, audit sosial mena-
warkan keunggulan manajemen internal dalam memo-
nitor kinerja organisasi. Audit sosial merupakan ban-
tuan bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan dan
tujuannya (Zadek, 2004). Kedua, sebagai mekanisme
akuntabilitas, audit sosial memberi perhatian pada pa-
ra pemangku kepentingan dalam mengembangkan a-
tau memperbaiki nilai-nilai di dalam organisasi. Audit
sosial akan meminimalisasi konflik dengan membuat
aktivitas organisasi menjadi lebih jelas dan terbuka.
Ketiga, audit sosial berfungsi sebagai instrumen pe-
rencanaan dan pembelajaran strategis. Keempat, audit
sosial akan memberikan cara bagi organisasi dalam
meningkatkan reputasi publik mereka berdasarkan
bukti yang diverifikasi secara eksternal (Zadek, 2004).

Sebagai organisasi nonprofit, HMA menjalan-
kan aktivitasnya dengan dimonitor oleh beberapa pi-
hak, diantaranya anggota, lembaga di atas HMA, dan
pengurus HMA itu sendiri. Monitoring atau penga-
wasan dari pihak-pihak tersebut diharapkan dapat
mendorong HMA dalam memenuhi akuntabilitasnya.

a. Dialog dan Pengutaraan Persepsi oleh Stake-
holders

Selama ini, HMA dapat dikatakan cukup terbuka
dalam menerima kritik dan saran oleh para stake-
holders. Setiap anggota, pihak universitas, maupun
para pengurus dapat langsung menyampaikan kritik,
saran, dan pemikiran-pemikiran mereka kapanpun dan
dimanapun. Dialog antara HMA dengan para stake-
holders dapat terjadi dengan mudah dan cukup sering
berkat kedekatan diantara mahasiswa itu sendiri. Ke-

dekatan di antara mereka menyebabkan penyampaian
dapat dilakukan secara nyaman dan terbuka. Keterbu-
kaan dari semua pihak ini penting untuk meningkatkan
akuntabilitas (Rooney, 2012). Bahkan, kritik dan saran
telah menjelma menjadi bahasan atau bahan obrolan
mahasiswa sehari-hari.

“Jadi memang harus cocok dan pas. Nah
karena kecocokan itu makanya untuk pertama
kali dia harus terbuka. Terbuka, saat sudah
terbuka, apa yang dia mau, apa yang dia
minta, jadi kita enak.” (Helmy – Kadiv Media
dan Informasi 2011)

Di sisi lain, pimpinan FEB UNAIR tidak ingin
terlalu mengendalikan arah program HMA dan mene-
rapkan hubungan partnership dengan organisasi ma-
hasiswa. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Dekan I.

“Peran saya itu tidak sebagai, apa, tadi
itu, pengawas. Tapi sebagai partner. Kan
kita bersama-sama mengembangkan organisa-
si mahasiswa yang ada ini untuk mengha-
silkan orang-orang yang mempunyai keah-
lian softskill yang bagus.” (Rudi Purwono –
Wakil Dekan I)

Kendati demikian, pengendalian yang cukup
ketat diterapkan pada sisi permintaan dana maupun
pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditutur-
kan Wakil Dekan II:

“Ini saya minta biasanya. Saya bulan maret
harus sudah terima (permohonan dana). Kalau
tidak terima saya tidak akan mengeluarkan
sepeser uang pun .” (Indrianawati – Wakil
Dekan II). Kepengurusan saya di wadek dua
(penyerapan anggaran di akhir periode kepe-
ngurusan) itu nggak bisa. Jelek toh berarti.
Ini sudah nggak, jadi sejak 2011 itu saya
sudah, sejak si Heri, sebelumnya si heri, siapa,
si Fuad. Fuad ya, Fuad itu pembelajaran.
Heri udah lancar. (Indrianawati – Wakil
Dekan II)

Dengan demikian, dialog dengan para pe-
mangku kepentingan dilakukan oleh HMA. Sebagian
dialog bersifat diskusi yang kolegial, misal dengan
anggota dan Wakil Dekan I. Untuk pengelolaan keua-
ngan dialog didominasi oleh lembaga donor (fakultas),
misal dari Wakil Dekan II.
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b. Perbandingan (Benchmarking)
Benchmarking berguna dalam mengukur per-

kembangan yang dilakukan oleh HMA terhadap orga-
nisasi lain. Perbandingan dapat dilihat dari dua pen-
dekatan, yakni antara HMA dengan organisasi lain,
atau HMA – seiring dengan berjalannya waktu – yaitu
HMA di masa kini dan masa lalu. Stakeholders mau-
pun pengurus seringkali melihat dan membandingkan
HMA secara kronologis untuk melihat kemajuan-
kemajuan yang dicapai.

“Indikatornya juga bisa dilihat dari kegiatan,
apakah kegiatan hima di periode yang
sekarang itu lebih baik atau lebih buruk
daripada yang tahun lalu.” (Ben – Ketua HMA
2011)

Fokus pengamatan di HMA seringkali terbagi-
bagi dalam tiap periode atau tiap masa jabatan. Se-
ringkali stakeholders membandingkan kinerja atau ke-
bijakan-kebijakan di HMA yang dulu dan sekarang
sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut;

“Nah untuk tahun ini, maksudnya tahun
setelah era si Ben berakhir…” (Helmy – Kadiv
Media dan Informasi 2011)

4.6. Nilai Akuntabilitas HMA UNAIR
a. Nilai Pembelajaran

Sebagai organisasi yang beranggotakan dan di-
kelola oleh mahasiswa, HMA dimaknai sebagai orga-
nisasi yang diperuntukkan sebagai wadah pembelaja-
ran. Dengan bergabung dalam HMA, para pengurus
memiliki cita-cita untuk menjadi lebih baik dari se-
belumnya, baik dari tataran soft skill maupun hard
skill mereka. Motivasi belajar yang tumbuh dalam diri
pengurus dan anggota HMA juga membawa dampak
dalam sikap dan kemampuan mahasiswa akuntansi
UNAIR. Hal ini terlihat dalam prestasi-prestasi yang
diraih oleh mahasiswa dan manfaat yang dirasakan
oleh beberapa orang pengurus.

Peneliti melihat bahwa konsep akuntabilitas
pada HMA sebagai organisasi mahasiswa lebih dari
sekedar “nilai” yang tercetak pada laporan keuangan
sebagaimana yang secara umum terdapat pada filosofi
akuntansi. Namun, akuntabilitas pada HMA lebih ke-
pada “nilai” secara rohani yang diwujudkan melalui
keikhlasan dan harapan untuk berkembang menjadi
manusia yang tumbuh dan lebih baik dalam mela-
kukan tindakan serta memberikan sesuatu.

Keberadaan organisasi ini yang letaknya di da-

lam lingkungan kampus juga mendukung terciptanya
susasana pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa
mahasiswa sangat erat kaitannya dengan peran dan ke-
seharian mereka sebagai kaum penuntut ilmu. Karena
itu, HMA dipandang sebagai wadah untuk memper-
siapkan diri dalam rangka memperoleh bekal untuk
menghadapi tingkat kehidupan selanjutnya, yakni
dunia kerja.

Bagi Rochman (2012), keinginan untuk belajar
ini penting bagi akuntabilitas suatu organisasi. Keju-
juran dan niat bersama untuk lebih baik dari tahun ke
tahun akan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh
elemen yang ada di dalamnya untuk berproses secara
reflektif untuk menjadi lebih baik.Di dalam upayanya
untuk menjadi manusia yang tumbuh dan menjadi le-
bih baik, terdapat beberapa catatan mengenai budaya-
budaya HMA sebagai organisasi pembelajar yang per-
lu dicermati. Diantaranya adalah budaya organisasi
yang cukup permisif terhadap pelanggaran-pelang-
garan yang dilakukan oleh pengurus. Selama ini, atas
nama “pembelajaran”, baik penegakan peraturan mau-
pun pemberian sanksi dalam HMA dikenal cukup
longgar. Kadang hal ini dipandang sebagai sesuatu
yang menghalangi profesionalitas. Contohnya, peneliti
kerap menemui aturan-aturan yang dilanggar oleh pe-
ngurus, namun tidak ada sanksi yang dikenakan bagi
pengurus tersebut.

b. Nilai Kekeluargaan
Nilai kekeluargaan tercermin dari harapan-ha-

rapan anggota untuk menumbuhkan kebersamaan di
antara mahasiswa akuntansi. Banyak dari mereka yang
mengharapkan acara yang dapat merangkul semua
anggota. Lingkungan di HMA yang juga satu lokasi
dengan kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa juga
mendukung terciptanya rasa kekeluargaan. Para pe-
ngurus maupun anggota HMA tetap berinteraksi mes-
kipun berada di luar kegiatan organisasi maupun tanpa
adanya koordinasi khusus.

Dengan adanya semangat kekeluargaan yang
tinggi, hal ini menjadikan para anggota dan pengurus
sebagai stakeholders membaur antara satu dengan
yang lain dan tidak terdapat determinasi pemisahan
yang jauh diantara mereka. Dengan begitu, rasa keber-
samaan dan kekeluargaan ini memberikan dampak
yang luas bagi mereka. Diantaranya adalah rasa nya-
man dalam berinteraksi. Rasa nyaman tersebut pada
gilirannya akan mendorong stakeholders untuk bersi-
kap terbuka. Sikap terbuka diyakini sebagai sikap
yang positif yang pada akhirnya dapat memberi pe-
ngaruh kemajuan bagi HMA.
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Pengamalan nilai-nilai kekeluargaan di dalam
HMA bukan tanpa hambatan. Peneliti masih menemu-
kan beberapa situasi-situasi di lapangan yang perlu
ditingkatkan untuk menyikapi masalah-masalah yang
berkaitan dengan koordinasi antar pengurus dan ang-
gota. Misalnya anggota HMA yang tidak dilibatkan
dalam proses penyusunan, pembuatan, dan implemen-
tasi program sehingga beberapa anggota masih enggan
untuk melakukan partisipasi karena belum merasa
dilibatkan secara penuh dalam aktivitas-aktivitas di
HMA.

Dengan demikian, penting bagi HMA untuk
menanamkan konsep “milik bersama” dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas yang tinggi di antara pe-
ngurus maupun anggota. Legitimasi organisasi non-
profit, sebagaimana legitimasi HMA terletak pada se-
luruh mahasiswa S1 Akuntansi yang merupakan kons-
tituennya, maka sudah semestinya HMA mengemba-
likan dan mendorong public trust dan partisipasi bagi
mahasiswa.

c. Nilai Birokrasi
Dalam melaksanakan beberapa aktivitasnya,

HMA tidak lepas dari syarat-syarat yang harus dipe-
nuhi untuk memastikan organisasi tetap berjalan. Se-
bagai organisasi mahasiswa intrakampus, HMA tidak
bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengakuan atas
keabsahan atau otorisasi dari pihak lain, yakni lem-
baga-lembaga di atas HMA. Seringkali HMA diharus-
kan untuk membuat proposal atau laporan pertang-
gungjawaban untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
HMA harus mengikuti “aturan main” yang ditetapkan
untuk menjamin kelangsungan aktivitas dan kegiatan
yang diselenggarakannya.

Pendanaan bagi organisasi adalah hal yang mu-
tlak harus ada. Tanpa pendanaan, organisasi tidak a-
kan berjalan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan,
HMA harus membuat proposal kegiatan. Tanpa ada-
nya proposal kegiatan yang dibuat dan diserahkan,
dana tidak akan disalurkan oleh pendonor, dalam hal
ini adalah pihak fakultas.Proposal kegiatan juga
digunakan oleh HMA sebagai kunci melakukan se-
buah kegiatan. Proposal kegiatan HMA digunakan se-
bagai perizinan yang ditandatangani oleh lembaga-
lembaga di atas HMA, dalam hal ini adalah pihak
departemen.

4.7Implikasi Penelitian
a. Pembelajaran Sebagai Jiwa Organisasi

Nilai pembelajaran merupakan nilai yang di-
pegang oleh pengurus HMA dan para anggota. Nilai

inilah yang menjadikan semangat bagi mahasiswa un-
tuk senantiasa mendorong diri mereka sendiri guna
menjadi pribadi yang lebih baik.

Persaingan dan globalisasi yang semakin gen-
car membuat tenaga-tenaga profesional di Indonesia,
termasuk para akuntan perlu untuk mengembangkan
diri. Apabila tenaga kerja Indonesia kalah bersaing
dengan tenaga kerja asing, tentu hal tersebut akan me-
ngancam eksistensi perekonomian dan menyebabkan
kapitalisme asing yang akan kian melanda. Untuk itu,
setiap calon lulusan perguruan tinggi harus menyiap-
kan diri guna membentuk tenaga yang handal dalam
disiplin ilmu yang mereka tempuh. Itikad mahasiswa
untuk belajar mutlak diperlukan. Sebagai subjek pem-
belajar dan sebagai calon pemimpin bangsa, mahasis-
wa perlu membangun kesadaran diri untuk meningkat-
kan kemampuan dan kompetensi mereka.

Belakangan ini inkompetensi menjadi masalah
yang dihadapi oleh sebagian besar tenaga kerja di
Indonesia. Banyak dari tenaga kerja Indonesia yang
hanya bekerja untuk alasan bertahan dari nilai-nilai
ekonomis. Padahal untuk mewujudkan bangsa yang
maju, diperlukan sikap reflektif dari masyarakat agar
senantiasa memperbaiki diri dan lingkungannya. Un-
tuk itu, segenap civitas akademika di dalam perguruan
tinggi semestinya berupaya membangun kesadaran di-
ri untuk belajar, lebih-lebih oleh para mahasiswa seba-
gai calon pemimpin bangsa.

Segala aktivitas di dalam organisasi, termasuk
akuntabilitas dapat didorong dari semangat belajar pa-
ra mahasiswa. Dengan membenahi yang belum sem-
purna dan berkaca pada pengalaman-pengalaman ma-
sa lalu, akuntabilitas di dalam organisasi dapat terus
berubah menjadi lebih baik seiring waktu.Setiap pe-
ngurus organisasi akan digantikan oleh pengurus baru
setiap tahunnya. Seringkali transfer ilmu dan penga-
laman yang dilakukan diantara pengurus tidak berjalan
dengan baik. Akibatnya, pengurus baru seringkali me-
ngulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang dibuat
oleh pengurus lama. Dengan demikian, penting pula
bagi pengurus untuk meningkatkan koordinasi yang
ada pada proses regenerasi untuk dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran itu sendiri.

b. Kekeluargaan sebagai Pemersatu Organisasi
Di dalam organisasi, teori keagenan timbul dari

dua pihak yang memiliki tujuan untuk memaksimal-
kan keuntungannya masing-masing. Tidak jarang pi-
hak-pihak tersebut berusaha memenuhi kepuasan me-
reka dengan berbagai cara, bahkan dengan bermusu-
han dan pertentangan.
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Nilai kekeluargaan di HMA tidak menganggap
pengurus sebagai agen dari para anggota. Nilai keke-
luargaan menyerukan kesetaraan, saling membantu,
dan saling menguntungkan. Dengan tumbuhnya nilai
kekeluargaan pada diri pengurus dan anggota, mereka
dapat menciptakan kenyamanan dan perasaan yang
positif diantara satu dengan yang lain.

Dengan memandang tiap-tiap orang yang ada
dalam organisasi sebagai suatu keluarga, maka dapat
dicapai akuntabilitas yang didasari rasa saling percaya.
Tiap-tiap individu adalah pengayom bagi yang lain,
oleh karena itu, hubungan saling memuliakan akan
terbentuk dalam organisasi.

Implikasi nilai kekeluargaan dalam organisasi
akan menghapus sekat antara superior dan inferior,
antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan
antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Sehing-
ga berkembangnya suatu organisasi tidak selalu dila-
kukan dengan penekanan terhadap otoritas, kekuatan,
dan status sosial, namun dengan pelayanan, penjaga-
an, dan kasih yang murni. Dengan adanya nilai-nilai
kekeluargaan ini, loyalitas dan dukungan yang tinggi
akan diberikan oleh anggota organisasi yang terbawa
oleh rasa nyaman dan emosi-emosi yang positif.

c. Birokrasi sebagai Instrumen Peningkatan
Kualitas Organisasi

Selama ini, pertanggungjawaban yang dibuat o-
leh banyak organisasi, hanya sebagai syarat adminis-
tratif, bukan dalam rangka mengelola organisasi seca-
ra kredibel dan bertanggungjawab. Pertanggungja-
waban di organisasi semestinya dilakukan dengan le-
bih memperhatikan esensi dibalik birokrasi itu sendiri.
Organisasi harusnya akan lebih berorientasi output
serta meningkatkan kualitas manajemen mereka.

Terlepas dari mekanisme birokrasi yang ada,
kini ada desakan dari masyarakat yang menuntut or-
ganisasi nonprofit agar bersikap lebih terbuka, jujur,
dan demokratis dalam menjalankan kegiatan dan me-
ngelola organisasinya. Suatu hal yang wajar ketika
suatu organisasi menuntut kontribusi dari anggotanya
secara aktif, demokratis, dan bersatu, ada tuntutan
yang sama terhadap moralitas dari kalangan organisasi
itu juga.

5. Simpulan
Penelitian ini menguraikan praktisi dan meka-

nisme akuntabilitas dalam sebuah organisasi nonprofit
yang bergerak dalam bidang pengembangan kepemu-
daan di lingkungan universitas, yakni Himpunan Ma-
hasiswa Akuntansi (HMA) UNAIR. Temuan-temuan

penelitian yang diharapkan dapat menjawab pertanya-
an penelitian. Berdasarkan pembahasan atas partisi-
pasi peneliti di HMA UNAIR, terdapat hal-hal yang
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Akuntabilitas HMA dalam bentuk laporan dan per-

tanggungjawaban dibuat dalam rangka memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga yang
berada di atas HMA, seperti fakultas dan departe-
men akuntansi.

2. Bagi pengurus dan anggota HMA, wujud nyata da-
ri perilaku dan tindakan adalah cermin dari akunta-
bilitas itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa se-
gala bentuk aktivitas dan pemanfaatan dana di
HMA dilakukan dengan itikad baik.

3. Akuntabilitas HMA didorong oleh semangat ma-
hasiswa sebagai kaum pembelajar untuk senantiasa
mengarah ke perbaikan dan penyempurnaan.

4. Antusiasme atas alat dan proses akuntabilitas, se-
perti laporan keuangan, partisipasi, regulasi, dan
audit sosial di HMA secara keseluruhan masih
perlu ditingkatkan. Banyak dari stakeholders HMA
yang kurang memanfaatkan alat dan proses terse-
but sebagai mekanisme evaluasi, pengawasan, dan
instrumen perbaikan.
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